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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang bagaimana pernikahan dini bisa terus terjadi di Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora dan bagaimana respon pemerintah desa dalam menghadapi fenomena ini. peneitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fenomena pernikahan dini di Desa Jurangjero dan mengidentifikasikan bagaimana respon pemerintah desa setempat dalam menghadapinya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan lalu mencatatnya, wawancara serta dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literature. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Penelitian ini menunjukan bahwa fenomena pernikahan dini di Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora yang mana pernikahan dini di desa ini merupakan kasus pernikahan dini tertinggi di tingkat kecamatan. Adapun penyebab terjadinya pernikahan dini tidak lain adalah karena budaya yang terbawa dari jaman nenek moyang yang dilakukan hingga sekarang, selain itu anggapan masyarakat bahwa pernikahan dini lebih baik dibandingkan pendidikan yang memakan banyak waktu dan materi serta pemahaman kesehatan reproduksi yang kurang dari kalangan masyarakat. Dalam panalitian ini juga dijelaskan bagaimana respon pemerintah desa dalam menghadapi fenomena ini. Sejauh ini pemerintah selalu membantu proses demi proses dari tingkat desa hingga permohonan dispensasi ke pengadilan agama, meski pemerintah desa paham akan batas usia pernikahan namun pemerintah desa pakewuh untuk menolak karena aparat desa juga merupakan warga desa setempat di sisi lain pemerintah desa juga menjaga konstiuen dan berusaha melayani warga dengan baik. Meskipun pernikahan dini telah menjadi permasalahan umum namun hingga saat ini belum ada upaya khusus dari pemerintah desa dan kabupaten sehingga pernikahan dini terus terjadi hingga sekarang. 
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ABSTRACT
This study discusses how early marriage can continue to occur in Jurangjero Village, Bogorejo District, Blora Regency and how the village government responds in dealing with this phenomenon. This study aims to explain how the phenomenon of early marriage in Jurangjero Village and identify how the local village government responds in dealing with it.
This study uses qualitative methods with ethnographic methods. Collecting data using observation techniques by making observations and then taking notes, interviews and documentation. As supporting data, this research uses a literature study. The data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
This study shows that the phenomenon of early marriage in Jurangjero Village, Bogorejo District, Blora Regency, where early marriage in this village is the highest case of early marriage at the sub-district level. The cause of early marriage is none other than the culture carried over from the time of the ancestors that has been carried out until now, in addition to the public perception that early marriage is better than education which takes a lot of time and material as well as a lack of understanding of reproductive health among the community. This research also explains how the village government responds in dealing with this phenomenon. So far, the government has always helped the process from the village level to the request for dispensation to the religious court, although the village government understands the age limit for marriage, but the Pakewuh village government refuses because village officials are also local villagers on the other hand the village government also maintains constituents and tries to serve the citizens well. Although early marriage has become a common problem, until now there has been no special effort from the village and district governments so that early marriages continue to occur until now.
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A.  PENDAHULUAN
Pemerintah sudah membuat kebijakan yang mengatur batas minimal usia pernikahan seseorang sebagaimana yang tertera dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas minimal usia pernikahan, namun masyarakat desa Jurangjero cenderung tidak memperhatikan kebijakan tersebut dan secara terus menerus masih ada kasus pernikahan dini di setiap tahunnya yang mana sudah ada sejak jaman dulu hingga sekarang. Pada tanggal 14 Oktober 2019 presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kemudian mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta (UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) yang mana usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, dengan perubahan Undang-undang ini diharapkan kasus pernikahan dini dapat ditekan. (Jogloabang, 2019)
Kebijakan atas batas minimal usia pernikahan sudah lama ada, namun tidak semua orang merespon dengan baik kebijakan tersebut dan hal itu juga tidak menjadikan suatu kelompok untuk berhenti melakukan pernikahan dini sepenuhnya seperti yang ada di desa Jurangjero. Sampai saat ini pun belum ada upaya khusus dari pemerintah desa untuk mengatasi ini. Justru pemerintah desa sendiri malah membantu bagaimana seorang bisa lolos untuk melakukan pernikahan padahal usianya belum mencapai batas minimal atau dengan kata lain masih anak-anak. Menurut informasi yang didapat seseorang yang ingin melakukan pernikahan namun usianya belum mencukupi, mereka akan melewati tahap persidangan untuk akhirnya dapat melangsungkan pernikahan. Menariknya lagi dalam proses tersebut terdapat suatu yang janggal yakni mereka akan lolos jika membayar seseorang calo yang akan meloloskanya. Padahal jika ditelaah lagi, pernikahan dini tidak akan membawa dampak yang baik kepada seseorang justru malah sebaliknya. Jika seorang anak tidak bisa mengelola kehidupannya setelah menikah kemungkinan besar akan mengakibatkan terganggunya keharmonisan keluarga yang kemudian akan turun pula kontribusinya terhadap masyarakat seperti yang dikatakan (Julijanto, 2015).
Pelaku pernikahan dini di desa Jurangjero di latar belakangi seseorang yang putus sekolah atau seseorang yang hanya menempuh pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah bahkan yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, di desa Jurangjero masyarakat yang menempuh pendidikan SMA dan S1 hanya beberapa saja dan sangat terlihat dan menonjol  di kalangan masyarakat karena dianggap orang berpendidikan walau pada saat ini sudah mulai ada peningkatan yang menempuh pendidikan SMA di lihat dari banyaknya anak-anak yang setiap paginya berangkat sekolah yang mana sekolah jenjang menengah atas hanya ada di kota, itu pun hanya dari keluarga yang memang dari dulu paham pentingnya pendidikan untuk masa depan.
Dari kurang lebih 100 kasus pernikahan periode 2014-2018, terdapat 60 kasus pernikahan dini. Menurut data yang tercatatat juga diperoleh informasi adanya kasus pernikahan dini di mana salah satu calonnya adalah janda yang mana usianya masih di bawah umur yakni kurang dari 16 tahun. Artinya, dari fenomena pernikahan dini ini juga menimbulkan perceraian yang bisa saja diakibatkan karena mental yang belum siap dalam menjalani kehidupan pernikahan. Masyarakat yang cenderung menganggap pernikahan dini sudah biasa terjadi dan belum adanya upaya dari pemerintah desa memanglah penyebab angka ini terus bertambah. Pusat informasi konseling remaja di desa ini juga belum ada sehingga remaja tidak mendapat layanan konseling dan pengetahuan tentang pernikahan. Padahal dengan adanya ini kemungkinan besar remaja desa ini banyak yang bergambung di dalamnya sehingga pernikahan dini dapat ditekan, namun dari pemerintah desa sendiri belum ada upaya untuk pembentukan pusat informasi konseling remaja itu sendiri.
Dorongan keluarga yang mendukung anaknya untuk menikah lebih cepat juga menjadi faktor utama dalam kasus ini, kebijakan pemerintah beserta progam-progamnya sudah sedemikian rupa dibentuk dan dipromosikan semaksimal mungkin. Namun, keinginan seseorang untuk mmenikah tidak bisa diganggu gugat. Banyak sekali penelitian tentang pernikahan dini dari faktor, dampak hingga keberlangsungannya. Namun penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus meneliti bagaimana respon pemerintah terhadap fenomena pernikahan dini ini. Demikian peneliti akan meneliti tentang fenomena pernikahan dini dan respon maupun tanggapan pemerintah desa yang cenderung mendukung karena sejauh ini pernikahan dini masih saja lolos hingga hingga tahap pengadilan agama. 
B. TUJUAN PENELITIAN
1.	Menjelaskan fenomena pernikahan dini yang ada di kalangan masyarakat Desa Jurangjero
2.	Mengidentifikasi respon pemerintah desa dalam menghadapi pernikahan dini
C. TINJAUAN TEORI
a. Pernikahan Dini
Perkawinan menurut (Koentjaraningrat, 2009) merupakan sebuah pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupa kelaminnya. Disebutkan perkawinan merupakan batasan seseorang untuk tidak bersetubuh dengan lawan jenis lainnya. Selain menjadi pengatur kehidupan seksnya perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat seperti memenuhi kebutuhan hidup, memelihara hubungan atar kelompok dan lain sebagainya. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang salah satu atau kedua calon usianya di bawah 18 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sepasang remaja yang usianya masih usia anak yang sekolah di tingkat menengah atas maupun pertama. pernikahan dini jika diteruskan akan berampak dan merugikan keduanya di sisi kesehatan. Sosial, ekonomi maupun psikologisnya karena usia di bawah 18 tahun dianggap usia yang belum matang untuk menjalani kehidupan mandiri dan belum siap secara mental untuk jauh dari orang tua dan kesiapannya dalam menghadapi ujian-ujian pernikahan pada umumnya (Fadlyana, dkk)
Dampak Pernikahan Dini
Pernikahan dini tidak melulu berdampak negatif terhadap pelakunya, karena tidak semua remaja masih labil dan tidak semua orang dewasa bisa berfikir dewasa. Juga dalam hal mengatur prinsip dalam kehidupan, remaja cenderung kuat akan prinsipnya dibandingkan orang tua. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap terjadinya pernikahan dini. Adapun faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yang biasa terjadi di masyarakat adalah faktor ekonom, budaya, dukungan orang tua dan kecelakaan akibat kenakalan remaja. Adapun dampak dari pernikahan dini itu sendiri yaitu sebagai berikut. 
1. Dampak Biologis
2. Dampak Psikologis
3. Dampak Sosial
4. Dampak Perilaku Menyimpang
Praktik Pernikahan Dini
Pernikahan dini tidak hanya terjadi pada jaman kuno namun pada jaman modern saat ini masih terdapat praktik pernikahan dini di berbagai belahan dunia dari ujung utara hingga selatan. Berdasarkan (UNICEF, 2001) di Bangladesh, anak-anak perempuan dinikahkan pada saat memasuki usia baligh dengan alasan untuk membebaskan orang tua dari beban ekonomi dan menjaga kesucian seorang anak perempuan. Mereka dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua untuk dijadikan istri kedua, ketiga dan bahkan keempat.
Fenomena pernikahan dini tentu juga marak di Indonesia apalagi Indonesia masih dalam kategori negara berkembang. Tidak hanya di pelosok desa namun juga di tengah kota. Pada tahun 2015 pernikahan dini di kota besar seperti SSurabya juga meningkat di daerah-daerah tertentu seperti Madura yang manadi sana dianggap seperti budaya yang medarah daging dari nenek moyang. Data dari BKKBN menyebutkan pernikahan dini di Indoensia sedang tinggi di mana hamper 50% dari total 2,1 juta pernikahan pertahun di Indonesia. Pernikahan tersebut dilakukan remaja rentang usia di bawah 19 tahun di atas 12 tahun dan yang terbanyak usia 15-19 tahun. (www.rri.co.id). Sama seperti halnya yang terjadi di lokasi penelitian penulis dari total 100 pernikahan 60 di antaranya melakukan pernikahan di bawah umur. (data desa).
D. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi yang memiliki tujuan menggambarkan secara detail bagaimana masyarakat desa jurangjero yang cenderung tidak memperhatikan batas minimal usia pernikahan dan mengapa hal tersebut selalu mendapat toleransi dari pemerintah setempat sehingga pernikhan dini diijinkan dan dinikmati bersama secara terus menerus. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, 2017) penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala dana tau frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lainnya di masyarakat. Oleh karenanya metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dapat digunakan untuk mendapatkan gambarann mendalam tentang mengapa masyarakat cenderung tidak memperhatikan kebijakan atas batas minimal usia pernikahan dan mengapa bisa terus terjadi dan mendapatkan toleransi.
E. HASIL PENELITIAN
a. Fenomena Pernikahan Dini di Desa Jurangjero
Desa Jurangjero merupakan salah satu desa di Kabupaten Blora yang dapat dikatakan desa yang terpencil karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang di bagian selatan yang merupakan hutan dan perbukitan di daerah kendeng utara. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dari letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan menjadikan warga sekitar banyak yang tertinggal akan pendidikan dan pengetahuan maupun kemajuan zaman seperti sebagaimana mestinya orang-orang yang tinggal di kota maupun di pinggiran kota yang dinilai lebih peka terhadap perkembangan zaman dan berpendidikan tinggi. Budaya-budaya nenek moyang pun masih melekat di kalangan masyarkat desa ini karena memang masyarakat berpegang teguh akan budaya-budaya dari nenek moyangnya karena dianggap baik dan harus dilestarikan hingga anak cucu demi menjaga kelestariannya agar tidak termakan oleh zaman.
Salah satu budaya yang melekat hingga sekarang adalah pernikahan anak usia dini yang mana fenomena ini sudah ada sejak nenek moyang mereka dan masih dilakukan hingga sekarang. Menurut Melville Jean Herskovits yang merupakan antropolog dari Amerika yang menyebutkan bahwa budaya adalah sesuatu yang turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya atau biasa disebut dengan superorganik. Meskipun pernikahan dini bukan budaya maupun tradisi yang sakral, pernikahan dini dapat dikatakan sebagai budaya karena dilakukan dari generasi ke generasi. Pernikahan dini di desa ini juga tidak dengan mudah untuk dihilangkan karena hingga sekarang belum ada kesadaran maupun kemauan masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan tersebut justru malah dilakukan kepada anak cucu mereka yang hingga saat ini masih ada yang memang sulit untuk dihindari karena tidak ada upaya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. 
Menurut data dari KUA kecamatan setempat terhitung pada awal tahun 2021 hingga bulan Agustus terdapat 7 kasus pernikahan dini di Desa Jurangjero, ini merupakan angka yang cukup tinggi karena di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Bogorejo, Desa Jurangjero lah penyumbang angka kasus pernikahan tinggi di Kecamatan Bogorejo. Desa Jurangjero merupakan penyumbang angka kasus pernikahan dini di Kecamatan Bogorejo dari tahun ke tahun baik dari pihak perempuan maupun laki-laki yang melakukan pernikahan di bawah umur. Dari fakta tersebut pun hingga sekarang belum ada kesadaraan dari masyarakat sekitar untuk mengurangi angka tersebut justru malah di setiap tahunnya bertambah. 
Pernikahan dini tentu disebabkan oleh suatu hal tertentu yang kemudian terjadilah sebuah pernikahan dini. Lingkungan merupakan faktor pemicu utama dalam setiap peristiwa termasuk pernikahan dini. Lingungan yang produktif tentu akan menciptakan seseorang yang produktif pula yang mana pernikahan dini merupakan sebuah hal yang tabu untuk dilakukan. Kondisi yang berbeda akan terjadi jika kondisi lingkungan kurang atau tidak produktif seperti di Desa Jurangjero sehingga pernikahan dini kerap terjadi dikarenakan penduduk setempat dapat dikatakan kurang produktif sehingga pernikahan dianggap sebagai puncak dari jalan dalam mengarungi kehidupan.
Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, kehidupan pasca menikah beberapa pelaku pernikahan dini kehidupan mereka berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti penduduk lainnya. Pihak perempuan kemudian tidak lama melahirkan anak di usia yang masih sangat muda sehingga kehidupan mereka dihabiskan untuk mengurus anak di rumah. Dengan begitu mereka hanya mengandalkan penghasilan suami untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan mereka baik kebutuhan primer maupun sekunder dan berharap belas kasih orang tua untuk membantunya. Di sisi lain banyak pelaku pernikahan dini yang pada saat menikah belum memiliki pekerjaan sehingga mereka masih bergantung hidup dengan orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Hal yang sebelumnya tidak difikirkan secara matang-matang oleh keluarga pada saat menikahkan anaknya.
b. Respon Pemerintah Desa Jurangjero dalam Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini
Hingga saat ini praktik pernikahan dini merupakan isu yang serius yang dibincangkan di kalangan masyarakat yang sangat memprihatinkan khususnya di tingkat desa. Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kehidupan yang berkualitas pemerintah desa sangat berperan dalan meningkatkan mutu masyarakat dengan tindakan atau kegiatan selaras dengan pemikiran terhadap pembinaan masyarakat. Yang mana pembinaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas kelompok. Dengan begitu masyarakat akan mengubah pola pikir dengan sendirinya tentang pentingnya melanjujtkan pendidikan dan menata karir dan ruginya pernikahan dini. Namun kenyataannya tidak semua desa mampu melaksanakannya sehingga masih banyak terjadi praktik pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Jurangjero. 
Dalam hasil penelitian penulis, pemerintah Jurangjero telah melakukan sedikit upaya dalam hal pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan dibentuknya PKK bagi ibu-ibu rumah tangga dan PIK Remaja untuk remaja yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat dan remaja dalam mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang enggan dihadapi remaja seperti kenakalan remaja, permasalahan keluarga, pernikahan dini dan lain sebagainya. Pada saat seorang anak memasuki usia remaja mereka akan dihadang berbagai permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya yang kemungkinan besar tidak bisa diatasi sendiri dan keluarga. Dengan begitu adanya PIK R diharapkan mampu menjadi wadah untuk berbagi dan diskusi dalam segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi remaja. Tidak hanya itu adanya PIK R diharapkan pemerintah desa dalam memberdayakan remaja di tingkat desa. 
Melihat kondisi tersebut pemeirntah desa belum melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasinya seperti memberikan pemahaman bahayanya menikah di usia dini, memberikan betapa pentingnya pendidikan, menerapkan aturan perkawinan pada masyarakat di bawah umur yang membuat masyarakat enggan untuk menikah di usia yang belum cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan rekomendasi dari pemerintah. Padahal peran pemerintah desa sangat diperlukan dalam hal ini karena pemerintah desa merupakan unit terkecil dalam pemerintah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Pada saat penduduk di bawah umur mendaftarkan atau mengajukan permohonan perkawinan pihak pemerintah desa tidak memberikan penolakn justru malah membantu karena sungkan seperti yang dikatakan salah satu perangkat desa yang bertugas membantu proses pernikahan
Dalam kepengurusannya PKK Desa Jurangjero telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pokja masing-masing terkhusus pokja satu yang selalu membantu kepengurusan PIK R dan bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatannya. Namun dalam melakukan tugasnya sering kali mengalami kendala terkhusus pada kepengurusan PIK R yang selalu berganti anggota aru dikarenakan anggota lama pergi merantau, menikah dan ada yang sekolah di luar kota sehingga tidak bisa aktif dalam kepengurusanya. Dari permasalahan di atas dapat dianalogikan bahwa Desa Jurangjero belum memiliki seseorang yang bisa dijadikan mentor dalam mengatasi permasalahan ini sehingga setiap permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. Dalam hal ini mentor sangat diperlukan sebagai upaya pembentukan organisasi perempua yang berkualitas yang mampu membawa kegiatan-kegiatan yang kemudian akan berdampak terhadap keadaan atau situasi yang ada pada saat ini sseperti adanya permasalahan pernikahan dini yang terus terjadi jika di desa ada fasilitas mentor yang kompeten untuk mengedukasi orang tua dan remaja pernikahan dini dan permasalahan remaja lainnya sedikit demi sedikit akan teratasi.
F. PENUTUP
Pernikahan dini di Desa Jurangjero sudah ada sejak jaman dulu yang terbawa hingga sekarang dan hingga saat ini belum ada kesadaran masyarakat untuk menghindarinya. Selain kesadaran yang belum ada dari masyarakat ketidakpahaman akan bahaya pernikahan dini dan resiko kesehatan pun belum tertanam dalam benak masyarakat sehingga menyebabkan kasus pernikahan dini di Desa Jurangjero merupakan kasus tertinggi di tingkat Kecamatan. Dalam upaya mengatasinya belum ada upaya yang signifikan baik dari pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Di sisi lain pemerintah desa merasa kewalahan dalam mengatasi kasus ini karena rasa pakewuh yang ada dalam aparat juga kesadaran dari masyarakat yang kurang dan fasilitator atau mentor dari pemkab pun belum ada dalam mengedukasi bahaya pernikahan dini guna menambah pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini. 
Sejauh ini pemerintah desa memiliki peran yang dominan dalam perniakahan dini yang mana pemerintah desa selalu membantu proses demi proses karena merasa setiap warganya berhak mendapatkan pelayanan demi menjaga konstiuen baik pelayanan pernikahan dini maupun yang lainnya. Bahkan tidak sedikit pula warga yang menyerahkan segala keperluan dalam melangsungkan pernikahan atau dalam kata lain pasrah segala proses kepada pihak desa dan pihak desa enggan untuk menolak karena aparat yang ada dalam kantor desa tidak lain merupakan warga desa Jurangjero itu sendiri yang merasa jika tidak dibantu akan merasa pakewuh dengan tetangganya yang di sisi lain sudah mempersiapkan segala keperluan untuk acara pernikahan anaknya.


































DAFTAR  PUSTAKA
Adhim, M. Fauzil. Indahnya pernikahan dini. Gema Insani, 2002.
Ahmad, Zulkifli. "Dampak sosial pernikahan usia dini studi kasus di desa Gunung sindur-Bogor." (2011).
Andrian & kuntoro. Abortus Spontan Pada Pernikahan Usia Dini. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan, Vol 2, No 1 Juli 2013
Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinanmenurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 7.2 (2016): 354-384.
Bloranews.com “5 Julukan Kabupaten Blora. Diakses 03 September 2021 Pukul 16.00
Mikkelsen, Britha, Metode Penelitian: Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001
Munawara, Munawara, Ellen Meianzi Yasak, and Sulih Indra Dewi. "Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura." Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi 4.3 (2015): 42455.
Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin :Antasari Press, 2011), hlm. 61
Retno, Devita. 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang. https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini. Diakses pada 4 April 2021 Pukul 20.00
Rifiani, Dwi. "Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam." Journal de Jure 3.2 (2011).
R. Wiryono Prodjodikoro. 1974. Hukum Perkawinan Di Indonesia.Bandung: Sumur Bandung
Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalila Indonesia, 1976. 
Sardi, Beteq. "faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau." Ejournal Sosiatri-Sosiologi 4.3 (2016): 194-207.
Sari, Dewa Ayu Eka Chandra Merta. "Hubungan dukungan keluarga dengan motivasi remaja terhadap pernikahan dini di desa sukowono kecamatan sukowono kabupaten jember." (2015).
Septiyaa, Tyas. Begini Dampak Buruk Pernikahan Dini, Jangan Gampang Terpengaruh. https://lifestyle.kontan.co.id/news/begini-dampak-buruk-dari-pernikahan-dini-jangan-gampang-terpengaruh-1 . Diakses 4 April 2021 Pukul 20.00
Serliana. (2020, Agustus) “Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Dini Yang Perlu Diketehui”. Ringtimes bali.com. 
Sumber lain :
Catatan kehendak nikah desa Jurangjero periode 2014-2018








